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Abstrak
 

Dokumen kependudukan berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan hak konstitusional yang dimiliki oleh

warga negara, dokumen kependudukan dapat menunjukkan kedudukan hukum seseorang dan menjadi dasar

dari pembagian waris setelah dokumen-dokumen tersebut dicocokkan dengan keterangan ahli waris dan

dituangkan dalam surat keterangan waris, pembuatan surat keterangan waris berdasarkan dokumen

kependudukan seharusnya menjadikan surat keterangan waris sebagai alat bukti yang kuat dalam pembagian

waris namun, ditemukannya dua surat keterangan waris yang memiliki keterangan berbeda terhadap suatu

harta warisan yang sama menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan pembuktian surat keterangan waris

khususnya mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan surat keterangan waris dan akibat hukum

dari diberlakukan dan dibatalkannya surat keterangan waris terhadap ahli waris. Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis adalah

surat keterangan waris belum dapat sepenuhnya membuktikan hubungan antara pewaris dengan ahli waris

sehingga tidak dapat sepenuhnya melindungi ahli waris karena pembuatan surat keterangan waris didasarkan

pada keterangan yang diketahui oleh ahli waris sedangkan tidak seluruh ahli waris mengetahui hal yang

sama mengenai pewaris. Ketidakmampuan pembuktian keterangan yang disampaikan dalam surat

keterangan waris oleh ahli waris mengakibatkan surat keterangan waris tersebut dibatalkan dan ahli waris

kehilangan hak mewaris sampai dapat dibuktikan lain. Adapun saran yang dapat diberikan berupa

penertiban pencatatan administrasi kependudukan agar pembuatan surat keterangan waris didasarkan pada

satu sumber yang pasti dan adanya kerjasama antara notaris sebagai pembuat surat keterangan waris dan

dinas kependudukan catatan sipil sebagai penyedia data administrasi kependudukan.

......Resident documents function as evidence of ownership of constitutional rights owned by citizens,

resident documents can show a person’s legal position and become the basis for inheritance distribution after

these documents, together with the statement of the heirs, are traced in the Legal Heir Certificate. Legal Heir

Certificates that have different information on the same inheritance raise questions about the legal protection

that can be given to the heirs whose names are listed therein and the legal consequences of the enactment

and cancellation of the Legal Heir Certificates. The research method used in this research is normative

juridical with a case study approach. The result of the analysis is that the Legal Heir Certificate has not been

able to fully prove the relationship between heirs because the making of the Legal Heir Certificate is based

on information known to the heirs while not all heirs know the same thing about the heir. The validity of the

Legal Heir Certificate can be recognized if the heirs can prove that the information submitted in the

certificate is correct, the inability to prove the information submitted in the certificate may result in the

Legal Heir Certificate being canceled and the heirs losing their right to inherit until it can be proven

otherwise. Suggestion that can be given is to control the registration of population administration so that the
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making of a Legal heir Certificate is based on a definite source and cooperation between a notary as a maker

of Legal Heir Certificate and the civil registry office as a population administration registrar. 


